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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas  sistem keuangan, perlu melakukan
penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 1
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1

Untuk melaksanaan kebijakan dan langkah-
langkah  yang  diperlukan dalam  rangka
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan
terhadap Postur dan  Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020.
Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2020
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
perubahan rincian besaran:
a. Anggaran Pendapatan Negara;
b. Anggaran Belanja Negara;
c. Surplus/Defisit Anggaran; dan
d. Pembiayaan Anggaran.
Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan
sebesar Rp1.699.948.459.678.000,00 (satu
kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan
triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar
empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diperoleh
dari sumber:

a. penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar
Rp1.404.507.505.772.000,00 (satu
kuadriliun empat ratus empat triliun lima
ratus tujuh miliar lima ratus lima juta tujuh
ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
diperkirakan sebesar
Rp294.140.953.906.000,00 (dua ratus
sembilan puluh empat triliun seratus empat
puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga

juta sembilan ratus enam ribu rupiah); dan
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(4)

(5)

c. penerimaan Hibah diperkirakan sebesar
Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga
ratus miliar rupiah).

Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar

Rp2.739.165.851.403.000,00 (dua kuadriliun

tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun seratus

enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh
satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang
terdiri atas:

a. Anggaran  Belanja  Pemerintah Pusat
diperkirakan sebesar
Rp1.975.240.206.353.000,00 (satu
kuadriliun sembilan ratus tujuh puluh lima
triliun dua ratus empat puluh miliar dua
ratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga
ribu rupiah), termasuk tambahan belanja
untuk penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebesar
Rp358.880.235.830.000,00 (tiga ratus lima
puluh delapan triliun delapan ratus delapan
puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta
delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan

b. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
diperkirakan sebesar
Rp763.925.645.050.000,00  (tujuh  ratus
enam puluh tiga triliun sembilan ratus dua
puluh lima miliar enam ratus empat puluh
lima juta lima puluh ribu rupiah), termasuk
tambahan belanja untuk penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima
triliun rupiah).

Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar

Rp1.039.217.391.725.000,00 (satu kuadriliun

tiga puluh sembilan triliun dua ratus tujuh belas
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miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh
ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. pembiayaan utang;

b. pembiayaan investasi;

c. pemberian pinjaman;

d. kewajiban penjaminan; dan

e. pembiayaan lainnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan

Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2020

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

Rincian Anggaran Pendapatan Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)

terdiri atas:

a. Rincian penerimaan Perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3) huruf a tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

b. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3) huruf b tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4)

huruf a terdiri atas:

a. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

pada Bagian Anggaran Kementerian
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